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REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DALAM 
KONTEKS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN JAMAAH HAJI 
Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di dalam UU No. 13 Tahun 2008 belum 
memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji. Kebijakan dalam 
hukum positif berlaku asas iedereen wordt geacht de wet te kennen. Substansi suatu peraturan 
sering tidak lengkap, tidak jelas, tidak mengaturataumengatur tidak sesuai dengan keadilan 
masyarakat. Permasalahannya,mengapa kebijakan penyelenggaraan ibadah haji belum dapat 
memberikan jaminan perlindungan hukum kepentingan jamaah haji, bagaimana kebijakan 
penyelenggaraan ibadah haji memberikan jaminan perlindungan hukum kepentingan jamaah 
haji, dan bagaimana rekonstruksi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat 
memberikan perlindungan hukum kepentingan jamaah haji. Penelitian bertujuan untuk 
menemukan argumentasi dan bukti-bukti mengapa kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 
belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji dan upaya 
untuk merekonstruksi kebijakan itu. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran alternatif mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. 
Paradigma qualitative-constructivism dengan pendekatan socio legal digunakan untuk 
mengkaji law as relative and contectual consesus dan law as experiential realities. Metode 
hermeneutik dan fenomenologis digunakan untuk mengumpulkan, mereduksi, memverifikasi 
dan menyajikan data. Terhadap fenomena temuan penelitian digunakan teori mikro yaitu Teori 
Kebijakan Publik, Teori Hukum Progresif dan Teori Interaksionalis Simbolik. Analisis fenomena 
makro digunakan Teori Bekerjanya Hukum dan Sibernetik. Tujuan akhir adalah konstruksi baru 
mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dalam konteks perlindungan hukum 
kepentingan jamaah haji. 
           Hasil penelitian menujukkan bahwa, substansi kebijakan penyelenggaraan haji belum 
memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji, yaitu : 
penyelenggara ibadah haji mempunyai hegemoni kuat karena berkedudukan sebagai regulator 
sekaligus operator sehingga dapat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap kepentingan 
jamaah haji; perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji  bersifat legal formal 
sehingga tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah 
haji di bidang keuangan, manasik ibadah haji, birokrasi, peran serta masyarakat dan keamanan; 
konstruksi baru mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dalam konteks perlindungan 
hukum terhadap kepentingan jamaah haji meliputi regulasi dan kelembagaan secaraholistic. 
Berdasarkan kesimpulan ini direkomendasikan agar Presiden mengkaji ulang kebijakan 
penyelenggaraan ibadah haji, terutama dalam hal pemisahan fungsi regulator dan operator.  
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